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ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman pada masa sekarang
perkembangan teknologi semakin maju, perkembangan
tekologi di Indonesia yang terus mengalami peningkatan
mejadi lebih baik contohnya perkembangan dalam bidang
keuangan yaitu Financial Technology (Fintech). Peer to peer
lending dan crowdfunding merupakan contoh Fintech.
Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif menggambarkan fakta-fakta perkembangan Peer To
Peer Lending dan Crowdfunding. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data
sekunder diperoleh dari data yang terdapat di OJK tahun
2022. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh
peneliti ialah dengan dokumentasi. Selanjutnya, metode
analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan
menggunakan analisis secara deskripsi dengan menyajikan
grafik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
perkembangan Fintech Syariah di Indonesia mengalami
pertumbuhan.
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LATAR BELAKANG

Di era digital saat ini banyak perkembangan yang signifikan, seperti
perkembangan teknologi di Indonesia yang terus mengalami peningkatan menjadi
lebih baik contohnya perkembangan dalam bidang keuangan yaitu Fintech. Fintech
atau Financial Technology menurut National Digital Research center (NDRC)
diartikan sebagai istilah untuk menyebut sebuah inovasi teknologi dan digitalisasi pada
layanan finansial. Latar belakang munculnya Fintech adalah ketika terjadi suatu
masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan
berbagai kendala, diantaranya adalah peraturan yang terlalu ketat seperti halnya di
bank serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah
tertentu. Jadi masyarakat yang jaraknya jauh dari akses perbankan cenderung belum
bisa terlayani oleh perbankan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi yang
tidak merata (Ansori, 2019).

Awal mula berdirinya Fintech dimulai pada tahun 2006 dengan jumlah empat
perusahaan, pada tahun 2007 terus mengalami perkembangan sehingga jumlahnya
bertambah menjadi enam belas perusahaan. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan
perkembangan Fintech yang terus berlanjut hingga sampai saat ini, sepanjang tahun
2020 ini sudah terhitung terdapat kurang lebih 161 perusahaan Fintech yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan (Yudhira, 2021). Seiring dengan berkembangnya fintech,
banyak ide yang muncul untuk menghalalkan fintech agar umat muslim dapat
menggunakannya sesuai dengan syariat islam, terkhusus masyarakat muslim di
Indonesia. Dengan munculnya label syariah tersebut, akan menjadi peluang yang besar
dalam prospek kedepannya bagi industri fintech syariah di Indonesia.

Dalam konsep teknologi financial banyak berisi layanan yang memudahkan,
salah satunya layanan keuangan yang berlandaskan pada sistem digital yang sudah
berkembang di Indonesia seperti digital banking, online digital insurance, payment
channel system, Peer to Peer (P2P) Lending ataupun Crowdfunding. Di Indonesia
sudah banyak masyarakat atau pengguna yang telah menggunakan teknologi financial
ini terutama peer to peer lending dan crowdfunding. Fintech menawarkan layanan
yang memudahkan bagi konsumen untuk menggunakan jasa keuangan. (Risna Kartika,
2020) saat ini, fintech sudah dikenal luas oleh masyarakat, terlebih di kalangan
wirausaha dan anak muda yang aktif sebagai pengguna media sosial atau internet.

Peer to peer lending merupakan platform yang mempertemukan pihak yang
kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet sehingga
platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk membantu
memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien (Sari, 2020). Terdapat dua
jenis peer to peer lending di indonesia, fintech peer to peer lending syariah dan fintech
peer to peer lending konvensional. Menurut (Lova, 2021) ada beberapa hal yang
mendasari perbedaan tersebut, antara lain : Pertama, dari aspek regulasi yang
mengaturnya. Kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam fintech syariah. Ketiga,
dalam mekanisme kerja fintech syariah menggunakan prinsip syariah. Keempat, dalam
prakteknya, pada fintech syariah umumnya pinjaman yang diberikan bersifat produktif
dan lebih bervariasi. Sedangkan dalam penerapannya, fintech peer to peer lending
syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.117/DSN-
MUI/II/2018. Perbedaan mendasar antara fintech peer to peer lending konvensional
dan fintech peer to peer lending syariah adalah adanya prinsip syariah dalam setiap
transaksi, prinsip syariah tersebut antara lain maysir, gharar dan riba. Dengan itu,
masyarakat tidak perlu ragu karena transaksi fintech syariah lebih aman dan tidak
terdapat bunga.
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Peer to peer lending hadir di indonesia bermula dari tahun 2015. Hadirnya peer
to peer lending di Indonesia bisa mengatasi permasalahan akses keuangan pada
lembaga keuangan. Oleh karena itu, peer to peer lending hadir untuk memberikan
kemudahan dan kecepatan dalam proses bertransaksi bagi masyarakat khususnya
untuk meminjam dana dan mengalokasikan dana ke daerah-daerah yang ada di
Indonesia. Fintech peer to peer lending syariah mulai mengepakan sayapnya di
Indonesia pada tahun 2017, pada tahun tersebut sudah terdapat 3 perusahaan fintech
peer to peer lending syariah yang telah diberikan izin oleh OJK untuk menjalankan
usahanya, yakni PT. Dana Syariah Indonesia, PT. Investree Radhika Jaya dan Ammana
Fintech Syariah. Ketiga perusahaan tersebut bergerak dalam hal pendanaan atau
permodalan suatu bisnis (Lova, 2021).

Saat ini peer to peer lending menjadi sebuah alternatif investasi dan sumber
pendanaan yang praktis untuk masyarakat di indonesia. Dengan perkembangannya itu,
muncullah fintech peer to peer lending berbasis syariah. Layanan tersebut merupakan
produk pinjam meminjam online yang menerapkan kesesuaian dengan prinsip syariah,
dimana ada suatu imbal hasil yang diperolehnya tanpa adanya pengurangan melalui
pembiayaan apapun, kemudian dalam hal pendanaan fintech peer to peer lending
syariah tidak terdapat penetapan bunga dari pelaksana pinjaman, karena seluruhnya
ditetapkan melalui akad yang telah ditetapkan dari awal (Dewan Syariah Nasional,
2018).

Fintech peer to peer lending syariah merupakan layanan fintech dalam bidang
layanan keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang menghubungkan
antara pemberi dan penerima pembiayaan disertai dengan penetapan akad syariah
dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada interconnected network
(internet). Dalam istilah fintech peer to peer lending syariah menghadirkan sistem
dengan konsep pelaksanaan transaksi pembiayaan berbasis digital melalui menjauhi
praktek yang menentang syariah Islam (Lova, 2021). Konsep fintech peer to peer
lending syariah pada umumnya Mudharabah Murabahah atau Mudharabah Bertingkat,
yaitu pihak pemberi pembiayaan atau shahibul maal memberikan izin kepada pihak
penyelenggara pembiayaan atau mudharib untuk mengelola modal mudharabah nya
tanpa seizin pihak pemberi pembiayaan atau shahibul maal, pihak penyelenggara
pembiayaan atau pihak penerima pembiayaan tidak bisa menyalurkan dananya kepada
pihak ketiga atau pihak penerima pembiayaan karena dianggap pelanggaran amanah.

Crowdfunding merupakan sebuah konsep suatu program yang dipublikasikan
secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep
tersebut akan memberikan dukungan secara finansial dan investor akan mendapatkan
imbalan sesuai kesepakatan (Sari, 2020). Pada pasar modal global, crowdfunding
bukan menjadi sesuatu yang baru karena sejak tahun 2012 crowdfunding menjadi cara
untuk penggalangan dana yang trend bagi pengusaha. Kickstarter dan Indiegogo
merupakan platform crowdfunding yang populer di Amerika Serikat (AS). Konsep
crowdfunding berakar dari konsep yang memanfaatkan “kerumunan” orang untuk
memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu
perusahaan rintisan (Hariyani & Serfiyani, 2015).

Penerapan konsep crowdfunding melakukan penggalangan dana dimulai dari
kontribusi kecil hingga sedang dari banyak orang untuk menandai suatu proyek atau
usaha kecil dan menengah. Dari penerapan konsep di atas, dapat juga disimpulkan
bahwa crowdfunding merupakan penggunaan sejumlah uang yang sedikit oleh orang
atau organisasi untuk menandai suatu proyek, usaha perorangan, atau kebutuhan
pembiayaan lain melalui platform berbasis online, situs web atau aplikasi. Dari
beberapa pihak dalam platform crowdfunding, diambil tiga pihak dalam platform
crowdfunding yaitu inisiatif proyek, penyandang dana dan penyedia platform (Nelly et
al., 2022).
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan crowdfunding
dalam 4 (empat) jenis yaitu : Pertama, equity based crowdfunding (crowdfunding yang
berbasis permodalan/kepemilikan saham). Kedua, lending based crowdfunding
(crowdfunding berbasis kredit/utang piutang). Ketiga, reward based crowdfunding
(crowdfunding  berbasis hadiah). Keempat,donation based crowdfunding
(crowdfunding berbasis donasi) (Xavier Nugraha, 2019). Dalam tujuannya,
crowdfunding mengumpulkan dana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan
media sosial seperti Facebook, twitter, LinkedIn dan situs-situs blogging. Namun ada
tujuan utama dari crowdfunding, yaitu memberikan alternatif bagi pengusaha untuk
memperoleh pendanaan. Kerjasama penggalangan dana yang dilakukan oleh
crowdfunding terdapat partisipasi, penggalangan dana, dan pengetahuan atau
keahlian. Pada saat ini praktik crowdfunding yaitu dampak komersialisasi internet
modern.

Dalam keuangan syariah terdapat juga crowdfunding syariah yang dibagi
menjadi empat kategori yaitu crowdfunding berbasis donasi, berbasis reward, berbasis
aset dan berbasis ekuitas. Crowdfunding syariah berbasis donasi Islam merupakan
skema yang di mana pemberi dana akan menyumbangkan dana kepada orang lain yang
akan digunakan untuk usahanya tanpa meminta imbalan apapun. Kategori
crowdfunding syariah selanjutnya yaitu berbasis reward, dimana investor akan
memberikan dana nya kepada pemilik proyek melalui penyedia platform crowdfunding
yang selanjutnya penyandang dana akan menerima apresiasi atas dukungan keuangan
atau layanan yang telah diberikan dalam bentuk produk maupun layanan yang
dikembangkan oleh pemrakarsa proyek. Crowdfunding syariah berbasis ekuitas
merupakan skema penyertaan modal di mana para investor memberikan dana nya
kepada pemilik usaha untuk digunakan dalam menjalani usaha. Kemudian
crowdfunding berbasis aset syariah di mana skema ini akan memberikan dana atau
aset pemberi dana kepada penyedia platform untuk selanjutnya dibeli aset tersebut dan
nantinya akan digunakan oleh pengusaha untuk menjalankan usahanya (Nelly et al.,
2022).

Di Indonesia, gerakan crowdfunding mulai ramai diperbincangkan sejak kasus
“Coin for Prita” tahun 2009, dimana komunitas berkumpul menggalang dana untuk
membantu Prita yang tersandung kasus hukum. Setelah itu, bermunculan gerakan-
gerakan crowdfunding lainnya yang dilakukan tidak hanya untuk kegiatan amal tetapi
juga oleh para startup yang ingin mengembangkan usahanya (Nelly et al., 2022),
mengatakan bahwa perbedaan mendasar yang membedakan antara crowdfundlng
syariah dengan konvensional yaitu : Pertama, berinvestasi hanya pada proyek-proyek
halal. Kedua, tidak adanya suku bunga, larangan perjudian dan spekulasi (riba, maysir
dan gharar). Ketiga, keberadaan dewan pengawas syariah. Bentuk crowdfunding
syariah yang tepat yaitu musyarakah yang maksudnya sebagai tujuan investasi, donasi
dan berbasis kesetaraan, dan bentuk crowdfunding qardh yang ditujukan untuk
mendukung pembiayaan proyek secara pinjaman.

Dalam praktiknya di Indonesia, crowdfunding dibagi menjadi tiga subsektor,
yaitu equity crowdfunding, donasi crowdfunding dan crowdfunding utang. Dari ketiga
jenis crowdfunding tersebut, ada dua crowdfunding yang telah menemukan cara untuk
bisa menembus pasar karena telah menunjukkan minatnya kepada fintech,
crowdfunding yang dimaksud ialah crowdfunding utang dan equity crowdfunding
(Nelly et al., 2022). Crowdfunding syariah harus meningkatkan kesadaran umat islam
untuk memahami bagaimana perbedaan antara crowdfunding syariah dengan
crowdfunding konvensional untuk dapat bersaing di pasar crowdfunding.
Crowdfunding syariah cenderung lebih banyak memberikan manfaat bagi ventura
maupun investor karena crowdfunding menggunakan metode bebas bunga.
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risna Kartika (2020)
dengan judul Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia, menyatakan bahwa jenis
fintech yang masuk dalam kategori dominan di Indonesia adalah peer to peer lending.
Peer to peer lending dapat membantu mengembangkan UMKM dari segi keuangan,
khususnya bidang pembiayaan. UMKM disini bisa merujuk kepada UMKM yang masuk
kedalam industri kreatif. Namun dalam perkembangannya, fintech mengalami
permasalahan mengenai keamanan data dan kepastian hukum pinjaman berbasis
online sehingga berdampak pada risiko potensi bagi konsumen dan stabilitas serta
integritas keuangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lova (2021) dengan judul Financial
Technology Peer To Peer Lending Syariah : Sebuah Perbandingan Dan Analisis
mengatakan bahwa diantara banyaknya jenis fintech yang bertumbuh dengan pesat di
Indonesia saat ini adalah fintech jenis peer to peer lending, jenis fintech ini pinjam-
meminjam uang berbasis teknologi melalui layanan peer to peer lending yang memiliki
kelebihan yakni persyaratan yang sederhana dan proses yang cepat dibanding dengan
pinjam-meminjam uang terhadap lembaga perbankan. Dalam penerapan peer to peer
lending syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.117/DSN-
MUI/II/2018. Penerapan prinsip syariah pada fintech peer to peer lending syariah
sudah berkembang dan dijauhkan dari riba, gharar, maysir, tadlis, gharar dan haram.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) dengan judul Financial Technology
(Peer To Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen DI
Indonesia, mengatakan bahwa peer to peer lending merupakan platform yang
mempertemukan antara pembeli dengan peminjam melalui internet dengan proses
yang mudah dan cepat. Perkembangan peer to peer lending di Indonesia sudah ada
dari tahun 2015, namun belum ada regulasi yang mengaturnya. OJK selaku pengawas
dan regulator mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai regulasi layanan financial
technology peer to peer lending di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nelly et al. (2022) dengan judul
Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah Di Indonesia menyatakan bahwa
crowdfunding telah mengambil peranan di perekonomian Indonesia dalam
perkembangannya. Crowdfunding syariah telah menjadi solusi untuk memberikan
layanan keuangan yang dapat diakses oleh dunia usaha yang kurang memiliki akses ke
perbankan terutama di Indonesia. Crowdfunding terus mengalami perkembangan di
Indonesia sejak populer pertama kali di tahun 2009. Crowdfunding syariah berpotensi
menguntungkan dunia usaha dalam akses permodalan, peningkatan kesejahteraan dan
pertumbuhan ekonomi secara umum. Crowdfunding syariah juga dihadapkan terhadap
beberapa isu ke depan dalam perkembangannya yang harus dihadapi seperti :
kepercayaan masyarakat terhadap crowdfunding, kualitas dan pemahaman,inovasi
kontrak, kemitraan dengan perbankan, integrasi dengan LKNB khususnya LKM serta
dapat melakukan pengembangan pada bisnis yang memiliki risiko tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hariyani & Serfiyani (2015) dalam judul
Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri
Kreatif Di Indonesia, mengatakan bahwa crowdfunding merupakan pendanaan massal
dari masyarakat kepada orang, organisasi atau perusahaan dalam lingkup usaha kecil
dan menengah untuk tujuan tertentu antara lain sosial, kesehatan, pendidikan, industri
kreatif, baik sukarela ataupun untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan melalui
internet dengan difasilitasi pengelola situs crowdfunding sebagai perantara. Industri
kreatif didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan bantuan
pendanaan disamping perantara lembaga keuangan formal yang sulit untuk mereka
capai.
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Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa menurut Risna
Kartika (2020) jenis fintech yang masuk dalam kategori dominan di Indonesia adalah
peer to peer lending. Demikian juga Crowdfunding, berdasarkan beberapa penelitian
terdahulu dapat disimpulkan bahwa menurut Nelly et al. (2022) Crowdfunding
megalami perkembangan yang dignifikan dan berpotensi menguntungkan dunia usaha
dalam akses permodalan, peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi
secara umum.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian
lebih lanjut tentang peran perkembangan finansial technology berbasis syariah: peer to
peer lending dan crowdfunding di Indonesia. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk
menganalisis perkembangan fintech syariah; peer to peer lending dan crowdfunding.

TINJAUAN LITERATUR

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis terkait perkembangan fintech syariah (peer to peer lending dan
crowdfunding) yang ada di Indonesia terhadap kemajuan Industri Kreatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi (2018) dengan judul Financial
Technology Peer To Peer Berbasis Syariah di Indonesia, mengatakan bahwa Fintech
peer-to-peer lending berdasarkan prinsip Syariah merupakan penyelenggaraan layanan
jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang mempertemukan atau
menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka
melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan
internet. Konsep fintech peer-to-peer lending berdasarkan prinsip Syariah merupakan
konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk
menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan media bagi
para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggara fintech untuk melaksanakan
transaksi berdasarkan prinsip Syariah yang diperbolehkan oleh hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Zein (2019) dengan judul Tinjauan Yuridis
Pengawasan OJK Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To
Peer/Crowdfunding) di Indonesia, mengatakan bahwa Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) sebelumnya telah diatur di
dalam tata hukum Indonesia. Proses fintech dalam pemberian kredit ini disebut
sebagai peer to peer lending berdasarkan POJK Nomor 77 adalah Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa
keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman
dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara
langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartike et al. (2019) dengan judul Analisis Peer
To Peer Lending di Indonesia, berpendapat bahwa Meningkatkan jumlah layanan P2P
lending berdampak pada pertumbuhan UMKM sehingga mampu memperkuat
ekonomi nasional. Di beberapa Negara, diantaranya Inggris yang menjadi salah satu
negara yang memiliki julukan “Fintech friendly”. Financial Conduct Authority (FCA)
meluncurkan Innovation Hub dimana bisnis yang teregulasi maupun yang belum
teregulasi dapat memperkenalkan produk dan layanan keuangan yang inovatif kepada
pasar. Melalui Innovation Hub, FCA juga membuka kerjasama dengan Australia
Securities and Investments Commission (ASIC) dan Monetary Authority of Singapore.
FCA memfasilitasi masuknya perusahaan dari luar negeri yang inovatif ke Inggris dan
kemudian memfasilitasi upaya pengembangan perusahaan tersebut. Dengan strategi
seperti ini, FCA dapat meningkatkan kompetisi inovasi dan persaingan di pasar jasa
keuangan di Inggris (OJK, 2019). Layanan P2P diharapkan dapat diatur dan diawasi
lebih optimal oleh pemerintah guna mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
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Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2019) dengan judul Fenomena
Perkembangan Crowdfunding di Indonesia, berpendapat bahwa di dalam sistem
crowdfunding terdapat adanya korelasi antara investor yang memiliki sumber dana
terhadap mereka yang mempunyai proyek usaha atau mereka yang mempunyai ide
kreatif suatu usaha tertentu yang membutuhkan suatu pooling dana atau permintaan
terhadap financial source. Crowdfunding merupakan platform yang dapat
diintegrasikan secara praktis di setiap sektor kegiatan ekonomi. Salah satu sektor di
mana crowdfunding dapat berperan positif adalah di sektor Usaha Mikro Kecil dan
Menengah. Selain dari kredit perbankkan atau modal dari keluarga, crowdfunding
dapat menjadi salah satu pembiayaan alternatif bagi startup/UMKM yang efektif dan
solutif dalam mengatasi kesulitan dalam mendapatkan pendanaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih et al (2021) dengan judul
Optimalisasi Crowdfunding bagi Perkembangan Startup Muda di Indonesia
berpendapat bahwa Crowdfunding merupakan platform yang tepat dalam rangka
mengembangkan startup muda dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia.
Startup muda yang mengalami kesulitan dalam permodalan dapat memanfaatkan
crowdfunding sebagai sumber pendanaan. Crowdfunding tidak membebani startup
muda dengan diharuskan memiliki aset berwujud, melainkan dapat berupa ide besar
yang merupakan aset tidak berwujud.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perkembangan
fintech syariah (peer to peer lending dan crowdfunding) dapat disimpulkan bahwa Peer
to Peer syariah memiliki konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis
teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam,
peer to peer lending juga sudah diatur dalam POJK Nomor 77 yang di mana dalam
Meningkatkan jumlah layanan P2P lending berdampak pada pertumbuhan UMKM
sehingga mampu memperkuat ekonomi nasional. Lalu berdasar penelitian terdahulu
terkait Crowdfunding dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem crowdfunding
terdapat adanya korelasi antara investor yang memiliki sumber dana terhadap mereka
yang mempunyai proyek usaha atau mereka yang mempunyai ide kreatif suatu usaha
tertentu yang membutuhkan suatu pooling dana atau permintaan terhadap financial
source selain itu Crowdfunding merupakan platform yang tepat dalam rangka
mengembangkan startup muda dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang
menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang
tampak atau sebagaimana adanya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data
sekunder. Data sekunder digunakan berupa data yang menunjang penelitian. Sumber
data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari,
dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta
dokumen (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, data juga diperoleh dari data yang
terdapat di OJK tahun 2022.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk
mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Adapun
teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah dengan dokumentasi.
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik dokumentasi
adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku,
laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau
informasi yang diperlukan peneliti (bakar, 2021). Data tersebut dapat menunjang
penelitian dan mempermudah dalam menarik kesimpulan
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Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan
analisis secara deskripsi dengan menyajikan grafik. Data-data yang sudah diperoleh
kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, lalu dijabarkan dalam bentuk deskriptif
dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang
lain.

HASIL DAN DISKUSI
Fintench
a. Jumlah Fintech Berdasarkan Jenis
Jumlah overview penyelenggara fintech lending di Indonesia terdapat

penyelenggara konvesional dan penyelenggara syariah, berikut akan dijelaskan
mengenai jumlah, total asset, total liabilitas, dan total ekualitas penyelenggaran
konvesional dan penyelenggara syariah tahun 2021, data bersumber dari OJK,
2021. Berdasarkan grafik 4.1, penyelenggara fintech berdasarkan jenisnya,
syariah berjumlah tujuh dan konvensional berjumlah 96 penyelenggara.

Gambar 1
Jenis Penyelenggara Fintech Lending

Jenis Penyelenggara Fintech Lending

m penyelenggara konvensional penyelenggara syariah

96

unit

Sumber: OJK, 2021

b. Jumlah Fintech Berdasarkan Total Aset
Total aset penyelenggara fintech lending di Indonesia terdapat
penyelenggara konvensional dan penyelenggara syariah yang datanya
bersumber dari OJK, 2021. Berikut akan dijelaskan mengenai jumlah total aset
penyelenggara fintech lending. Berdasarkan grafik 4.2, total aset penyelenggra
konvensional sebanyak 3.986,22 miliar dan total aset penyelenggara syariah
sebanyak 74,13 miliar.
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Gambar 2
Total Aset Penyelenggara Fintech Lending

Total Aset Penyelenggara Fintech Lending

® Penyelenggara Konvensional ® Penyelenggara Syariah

3,986.22

74.13

total aset (miliar RP)
Sumber: OJK, 2021
c. Jumlah Fintech Berdasarkan Total Liabilitas
Total liabilitas penyelenggara fintech lending di Indonesia terdapat
penyelenggara konvensional dan penyelenggara syariah yang datanya
bersumber dari OJK, 2021. Berikut akan dijelaskan mengenai jumlah total
liabilitas penyelenggara fintech lending. Berdasarkan grafik 4.3, total liabilitas

penyelenggra konvensional sebanyak 1.554,35 miliar dan total liabilitas
penyelenggara syariah sebanyak 45,92 miliar.

Gambar 3
Total Liabilitas Penyelenggara Fintech Lending

Total Liabilitas Penyelenggara Fintech Lending

penyelenggara konvensional B penyelenggara syariah

1,554.35

45.92

total liabilitas (miliar
Rp)

Sumber: OJK, 2021

d. Jumlah Fintech Beradsarkan Total Ekuitas
Total ekuitas penyelenggara fintech lending di Indonesia terdapat
penyelenggara konvensional dan penyelenggara syariah yang datanya
bersumber dari OJK, 2021. Berikut akan dijelaskan mengenai jumlah total
ekuitas penyelenggara fintech lending. Berdasarkan grafik 4.4, total ekuitas

JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics Vol. 01 No. 02 -Desember 2022 110



Desri SN, Tiyas NR,Yolanda AG, & Rofiul W

penyelenggra konvensional sebanyak 2.431,88 miliar dan total ekuitas
penyelenggara syariah sebanyak 28,22 miliar.

Gambar 4
Total Ekuitas Penyelenggara Fintech Lending

Total Ekuitas Penyelenggara Fintech Lending

m Penyelenggara Konvensional Penyelenggara Syariah

2,431.88

28.22
Total Ekualitas (miliar

Rp)

Sumber: OJK, 2021

e. Jumlah Fintech Berdasarkan Sektor
Dari grafik 4.5 dapat dilihat bahwa sektor payment menjadi sektor
terbanyak yang menggunakan fintech yaitu 39%. Dibawahnya terdapat sektor
Lending sebesar 24 %, Others dan Agragator sebesar 11%, Crowdfunding
sebesar 8% dan terakhir Personal/Financial Planing sebesar 7%.

Gambar 5
Jumlah Perusahaan Fintech Sesuai Sektor

PERUSAHAAN FINTECH SESUAI SEKTOR

m Sektor Fintech m Others
m Personal/Financial Planing m Crowdfunding
m Agragator m Payment

® Lending

Sumber: Aristya Rahadlan Krisabella

f. Jumlah Fintech Berdasarkan Pembayaran Digital Tahun 2019
Pembayaran digital dalam perkembangan fintech di Indonesia terdapat
belanja digital, pembayaran mobile dan transfer P2P. Berikut akan dijelaskan
mengenai pertumbuhan pembayaran digital tahun 2019 yang datanya
bersumber dari Asosiasi Fintech Indonesia. Berdasarkan grafik 4.6, belanja
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digital menyentuh angka 27.124 juta dolar, pembayaran mobile sebanyak 17 juta
dolar dan transfer P2P sebanyak 69 juta dolar.

Gambar 6
Tingkat Pembayaran Digital 2019

Pembayaran Digital 2019

2019
27,124
17 69
Belanja Digital Pembayaran Mobile Transfer P2P

Sumber: Asosiasi Fintech Indonesia

g. Jumlah Fintech Berdasarkan Pembayaran Digital Tahun 2020
Pembayaran digital dalam perkembangan fintech di Indonesia terdapat
belanja digital, pembayaran mobile dan transfer P2P. Berikut akan dijelaskan
mengenai pertumbuhan pembayaran digital tahun 2020 yang datanya
bersumber dari Asosiasi Fintech Indonesia. Berdasarkan grafik 4.7, belanja
digital menyentuh angka 31.829 juta dolar, pembayaran mobile sebanyak 28
juta dolar dan transfer P2P sebanyak 9o juta dolar.

Gambar 7
Tingkat Pembayaran Digital 2020

Pembayaran Digital 2020

2020
31,829
28 90
Belanja Digital Pembayaran Mobile Transfer P2P

Sumber: Asosiasi Fintech Indonesia

h. Jumlah Fintech Berdasarkan Pembayaran Digital Tahun 2021
Pembayaran digital dalam perkembangan fintech di Indonesia terdapat
belanja digital, pembayaran mobile dan transfer P2P. Berikut akan dijelaskan
mengenai pertumbuhan pembayaran digital tahun 2021 yang datanya
bersumber dari Asosiasi Fintech Indonesia. Berdasarkan grafik 4.8, belanja
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i.

digital menyentuh angka 36.414 juta dolar, pembayaran mobile sebanyak 59
juta dolar dan transfer P2P sebanyak 134 juta dolar.

Gambar 8
Pembayaran Digital 2021

Pembayaran Digital 2021

2021
36,414
59 134
Belanja Digital Pembayaran Mobile Transfer P2P

Sumber: Asosiasi Fintech Indonesia

Jumlah Fintech Berdasarkan Pelaku Penyelenggaraan Fintech
Lending 2019-2020

Pelaku penyelenggaraan fintech lending di Indonesia terdapat pelaku
fintech, fintech konensional, fintech konvensional berizin, fintech syariah dan
fintech syariah Dberizin. Berikut akan dijelaskan mengenai pelaku
penyelenggaraan fintech lending di Indonesia dengan sumber data berasal dari
OJK, 2020. Berdasarkan grafik 4.9 pelaku fintech pada tahun 2019 sebanyak
164 dan tahun 2020 sebanyak 149. Fintech konvensional terdaftar tahun 2019
ada 128 dan tahun 2020 ada 104. Fintech konvensional berizin tahun 2019
sebanyak 24 dan tahun 2020 sebanyak 35. Fintech syariah terdaftar pada tahun
2019 ada 11 dan tahun 2020 ada 8. Fintech syariah berizin tahun 2019 ada 1 dan
tahun 2020 ada 2.

Gambar 9
Pelak Penyelenggaraan Fintech Lending

Pelaku Penyelenggaraan Fintech Lending

B Desember 2019 B Desember 2020

16.
. 149 128
I I )
35
24
1 8 5

Pelaku Fintech Fintech Fintech Fintech Fintech
Konvensional Konvensional Syariah  Syariah Berizin
Terdaftar Berizin Terdaftar

Sumber: OJK, 2020
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J-

Jumlah Fintech Berdasarkan Asset Fintech Des-2019

Asset fintech lending di Indonesia terdapat pelaku fintech, fintech
konensional, fintech konvensional berizin, fintech syariah dan fintech syariah
berizin. Berikut akan dijelaskan mengenai pelaku penyelenggaraan fintech
lending di Indonesia dengan sumber data berasal dari OJK, 2020. Berdasarkan
grafik 4.10, asset fintech sebanyak 3.036.264.224.429, fintech konvensoinal
terdaftar sebanyak 1.069.012.958.483 dan fintech konvesional yang berizin
sebanyak 1.916.632.694.798. selain fintech konvesional juga terdapat fintech
syariah yang terdaftar sebanyak 39.400.630.102 dan fintech syariah yang
berizin sebanyak 11.217.941.047.

Gambar 10
Aset Fintech Lending Des-19

Asset Fintech Lending Des-19

W aset fintech (satuan rupiah) fintech konvensional terdaftar
m fintech konvensional berizin mfintech syariah terdaftar

m fintech syariah berizin
3,036,264,224,

429
1,916,632,694,
1,069,012,958, 798
483
39,400,630,102 11,217,941,047
aset fintech fintech fintech  fintech syariah fintech syariah
(satuan konvensional konvensional terdaftar berizin
rupiah) terdaftar berizin

Sumber: OJK, 2020

k. Jumlah Fintech Berdasarkan Asset Fintech Lending Des-2020

Asset fintech lending di Indonesia terdapat pelaku fintech, fintech
konensional, fintech konvensional berizin, fintech syariah dan fintech syariah
berizin. Berikut akan dijelaskan mengenai pelaku penyelenggaraan fintech
lending di Indonesia dengan sumber data berasal dari OJK, 2020. Berdasarkan
grafik 4.11, asset fintech sebanyak 3.711.163.341.522, fintech konvensoinal
terdaftar sebanyak 1.293.861.408.823 dan fintech konvesional yang berizin
sebanyak 2.342.624.860.592. Selain fintech konvesional juga terdapat fintech
syariah yang terdaftar sebanyak 59.928.277.799 dan fintech syariah yang
berizin sebanyak 14.748.794.308.

JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics Vol. 01 No. 02 -Desember 2022

114



Desri SN, Tiyas NR,Yolanda AG, & Rofiul W

Gambar 11
Aset Fintech Lending Des-2020

Asset Fintech Lending Des-20

M aset fintech (satuan rupiah)
fintech konvensional terdaftar
B fintech konvensional berizin

3711.163.3415 B fintech syariah terdaftar
22
2,342,624,860,5
1,293,861,408,8 92
23
59,928,277,799 14,748,794,308
aset fintech fintech fintech  fintech syariah fintech syariah
(satuan konvensional konvensional  terdaftar berizin
rupiah) terdaftar berizin

Sumber: OJK, 2020

Crowdfunding

a. Jumlah Crowdfunding Berdasarkan Equity Crowdfunding Nasional

2019

Equity crowdfunding nasional tahun 2019 terdapat penyelenggara,
penerbit dan pemodal. Berikut akan dijelaskan mengenai equity crowdfunding
nasional tahun 2019 yang sumber datanya berasal dari Paparan OJK, 2022.
Berdasarkan grafik 4.12, tahun 2019 penyelenggara sebanyak 4, penerbit 49

dan pemodal 5,063.
Gambar 12

Equity Crowdfunding Nasional 2019

Equity Crowdfunding Nasional

2019
.
penyelenggara penerbit pemodal
®2019 4 49 5.063

Sumber: Paparan OJK, 2022
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b. Jumlah Crowdfunding Berdasarkan Equity Crowdfunding Nasional
2020
Equity crowdfunding nasional tahun 2020 terdapat penyelenggara,
penerbit dan pemodal. Berikut akan dijelaskan mengenai equity crowdfunding
nasional tahun 2020 yang sumber datanya berasal dari Paparan OJK, 2022.
Berdasarkan grafik 4.13, tahun 2020 penyelenggara sebanyak 4, penerbit 127
dan pemodal 51,414.
Gambar 13
Equity Crowdfunding Nasional 2020

Equity Crowdfunding Nasional
2020

penyelenggara penerbit pemodal
2020 4 127 51.414

Sumber: Paparan OJK, 2022

c. Jumlah Crowdfunding Berdasarkan Equity Crowdfunding Nasional
2021
Equity crowdfunding nasional tahun 2021 terdapat penyelenggara,
penerbit dan pemodal. Berikut akan dijelaskan mengenai equity crowdfunding
nasional tahun 2021 yang sumber datanya berasal dari Paparan OJK, 2022.
Berdasarkan grafik 4.14, tahun 2021 penyelenggara sebanyak 7, penerbit 195
dan pemodal 93,733.

Gambar 14
Equity Crowdfunding Nasional 2021

Equity Crowdfunding Nasional
2021

penyelenggaran penerbit pemodal
m2021 7 195 93.733

Sumber: Paparan OJK, 2022
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d. Jumlah Crowdfunding Berdasarkan Total Dana Dihimpun
Equity crowdfunding nasional jumlah dari total dana yang dihimpun.
Berikut akan dijelaskan mengenai crowdfunding berdasarkan total dana
dihimpun yang sumber datanya berasal dari Paparan OJK, 2022. Berdasarkan
grafik 4.15, tahun 2019 total dana yang dihimpun sebanyak 64,15 M, tahun
2020 184,90 M dan tahun 413,19 M.

Gambar 15
Total Dana Dihimpun

Total Dana Dihimpun

2019 2020 2021
® total dana dihimpun 64.15 184.9 413.19

Sumber: Paparan OJK, 2022

Pembahasan

Fintech peer-to peer lending teknologi aktivitas pembaruan proses bisnis,
model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor
jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital yang dikenal dengan istilah inovasi
keuangan digital (IKD). Financial technology peer to peer lending merupakan salah
satu bentuk inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan khususnya
pinjaman/pembiayaan/pendanaan yang menghilangkan hambatan-hambatan yang
sering dialami oleh masyarakat. Dengan adanya fintech masyarakat kini dapat dengan
mudah mengakses pinjaman/pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang dimiliki
atau kebutuhan rumah tangga yang harus segera dipenuhi. Perkembangan teknologi
yang terjadi saat ini membuat developer aplikasi mobile berinovasi dengan
menciptakan banyak jenis fintech. Salah satunya yaitu jenis fintech di bidang
pembiayaan, seperti supply chain finance, crowdfunding, peer to peer lending. Fintech
tersebut menawarkan layanan yang memudahkan konsumen dalam penggunaan jasa
keuangan (OJK, 2019).

Seiring perkembangan fintech muncullah ide untuk menghalalkan fintech agar
umat muslim di Indonesia dapat menggunakannya sesuai dengan syariat Islam,
dengan adanya label syariah maka akan menjadi suatu peluang yang sangat besar
kedepannya bagi industri fintech syariah. Beehive merupakan fintech yang pertama
kalinya mengumumkan penggunaan sistem syariah dengan pendekatan peer to peer
lending marketplace pada tahun 2014. Beehive muncul di Dubai, Uni Emirat yang kini
menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan yang unggul di antara pesaingnya
dengan skala pasar yang sangat luas. Dengan keunggulan ini menjadikan fintech
syariah meluas ke negara Asian lainnya (Yudira, 2021). Berdasarkan penelitian (Jadzil
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Baihaqi, 2018) Fintech peer to peer lending berdasarkan prinsip syariah menurut
Fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan model:
1. Pembiayaan anjak piutang
2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara
online
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara
online dengan pembayaran melalui payment gateway
5. Pembiayaan untuk pegawai
6. Pembiayaan berbasis komunitas

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fintech ini dikarenakan fintech
menawarkan model bisnis yang praktis dan modern serta berbeda dengan model bisnis
yang ditawarkan bank konvensional. Perkembangan peer to peer lending di Indonesia
bermula pada tahun 2015 secara garis besar peer to peer lending memiliki model bisnis
yang sama di masing-masing negara. Indonesia mengadopsi bisnis peer to peer lending
dari banyak negara. Penerapan ini disesuaikan dengan target pasar dan kondisi negara
dari masing-masing negara. Sistem pembiayaan peer to peer lending di Indonesia
sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam POJK Nomor 77
Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Dalam peraturan tersebut diatur mengenai berbagai persyaratan, perizinan, hingga
pengawasan terhadap lembaga penyedia platform peer to peer lending di Indonesia
(Wahyuningsih, 2019).

Di dalam fintech syariah harus mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan
Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Selanjutnya perkembangan
Crowdfunding, Crowdfunding adalah jenis penggalangan dana yang bersumber dari
banyak investor melalui platform berbasis online yang dimaksudkan untuk membiayai
bisnis yang terdaftar di platform. Kerjasama tersebut dapat berupa partisipasi,
penggalangan dana, dan pengetahuan atau keahlian. Penerapan konsep crowdfunding
adalah penggalangan dana dari kontribusi kecil hingga sedang dari banyak orang untuk
mendanai suatu proyek atau usaha kecil dan menengah. Crowdfunding adalah
penggunaan sejumlah uang yang sedikit oleh orang atau organisasi untuk mendanai
suatu proyek, usaha perorangan, atau kebutuhan pembiayaan lainnya melalui platform
berbasis online, situs web, atau aplikasi. Ada tiga pihak dalam platform crowdfunding
yaitu inisiator proyek, penyandang dana, dan penyedia platform (Nelly et al, 2022)

Perkembangan Crowdfunding di Indonesia terus mengalami perkembangan
dengan berbagai potensi yang cukup besar, apalagi pada saat ini masuk ke dalam era
digital. Salah satu contoh perkembangan crowdfunding yaitu Kitabisa.com, merupakan
salah satu jenis crowdfunding yang berbasis donasi seperti pendidikan, lingkungan,
kesehatan dan budaya yang bergerak di bidang sosial nirlaba. Seperti halnya pada saat
ini, berkembangnya teknologi digital membuat kita lebih mudah untuk berdonasi
membantu sesama. Bisa kita lihat bahwa Kitabisa.com merupakan perkembangan
crowdfunding dalam bentuk donasi yang sudah menggunakan teknologi masa kini,
yaitu memberikan donasi seperti uang non tunai dengan cara mentransfer ke rekening
atas nama penerima. Sehingga akan memudahkan setiap orang untuk berdonasi
walaupun terpaut dengan jarak yang cukup jauh, hanya dengan mentransfer uang
melalui hasil perkembangan dari financial teknologi. Dari platform crowdfunding
tersebut merupakan salah satu platform yang pada saat ini masih bertahan dan masih
aktif untuk menyelenggarakan penggalangan dana. Terdapat juga crowdfunding yang
bergerak dalam industri kreatif yaitu Reward-Based atau Wujudkan.com.
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Perkembangan crowdfunding di Indonesia diawasi oleh tiga lembaga seperti
Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional. Dalam
perkembangan crowdfunding digital ini bukan hanya crowdfunding konvensional,
melainkan terdapat juga crowdfunding syariah. Pada tahun 2018, DSN-MUI
mengeluarkan fatwa tentang fintech syariah "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi
Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah". Melalui fatwa tersebut, Dewan Syariah
Nasional menekankan bahwa dalam platform tersebut tidak boleh bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariah (Nelly et al., 2022).
Menurut data yang bersumber dari Daftar ECF Per November 2019 terdapat
daftar platform equity crowdfunding yang telah mendapatkan izin dari OJK terdapat 2
platform, yaitu :
1. Santara, www.santara.co.id, dengan nama perusahaan PT Santara Daya
Inspiratama, surat tanda berizin KEP-59/D.04/2019, izin diterbitkan pada tanggal
6 September 2019.
2. Bizhare, www.bizhare.id, dengan nama perusahaan PT investasi Digital Nusantara,
surat tanda berizin KEP-71/D.04/2019, izin diterbitkan pada tanggal 6 November
2019.

Crowdfunding syariah dibagi menjadi empat kategori, yaitu; Crowdfunding
berbasis donasi, berbasis reward, berbasis aset, dan berbasis ekuitas (Hoque et al,
2018). Crowdfunding syariah berbasis donasi Islam merupakan skema dimana pemberi
dana menyumbangkan dana kepada orang lain yang digunakan untuk usahanya tanpa
imbalan apapun. Dalam skema ini, menurut pihak memberikan pendanaan untuk
suatu kegiatan atau proyek yang ditujukan untuk filantropi tanpa mengharapkan
imbalan. Adapun bentuk penghimpunan dana berbasis kebajikan sosial dalam Islam
yaitu: zakat, Wakaf, sedekah, infak dan kafarah (Sulaeman, 2020).

KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat diambil lesimpulan
bahwa hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan fintech peer to peer lending
dan crowdfunding di Indonesia mengalami pertumbuhan.
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